PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI 1ZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (1UJK)

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

?"

g;)

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

bahwa dalam upaya mengatur, memberdayakan dan
mengawasi usaha jasa konstruksi, sejalan dengan
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha
Jasa Konstruksi Nasional, perlu dilakukan pembinaan dan
tata cara pemungutan retribusi izin usaha jasa konstruksi;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a perlu
diatur Pembinaan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3832 ),

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048 );

Undang-Undang  Nomor 37  Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur,Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten
Ogan liir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437 ),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
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6. raturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3953 );

7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan  Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956 );

8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (- Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3957);

o.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tentang
pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tahun 2004;

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Daerah Kabupaten Ogan Komering Uiu Timur .
(Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Serie D );

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur . ( Lembaran Daerah
Tahun 2006 Nomor 3 Serie D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Bagian adalah Bagian Administrasi Pembangunan setda
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. "
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10.

11.

12.

14.

15.

16.

Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan

pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan
konstruksl dan  (Byansn  jasa  kepsultasl  pengawasan
pekerjaan konstruksi.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan
beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural,
sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing
beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan
atau bentuk fisik lain.

Pengguna Jasa adalah orang perorangan atau badan
sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan proyek yang
memerlukan layanan jasa konstruksi.

Penyedia Jasa adalah orang perorangan atau badan yang
kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang
mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan
penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang
setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada
pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau
secara keseluruhan dan atau tidak sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau
pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan
penyedia jasa dan atau pengguna jasa.

Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan
kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang
perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha
sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam
sertifikat.

Perencanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang
perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang
profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang
mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen
perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

Pelaksanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang
perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang
profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang
mampu meyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan

suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau
bentuk fisik lain. .

Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang
perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang
profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi sejak awal

pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah
terimakan. :

Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk
menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi
menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau
penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang
perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin
keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsian
dan atau keahlian masing-masing.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

26.

27.

Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk
menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi
menurut tingkat’kedalaman kompetensi dan kemampuan
usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian
keria orang pergecrangan di bidang jasa konstruksi menurut
R B AR A s AR A AR refaal Han
keahlian.

Badan Usaha adalah badan usaha yang bergerak dibidang
jasa konstruksi.

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan tempat khusus retribusi.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya
dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh
wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib
retribusi  sebagai dasar perhitungan dan pembayaran
retribusi yang terutang menurut  peraturan perundang-
undangan retribusi daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan
besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi
yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan  terhadap STRD atau dokumen lain yang
dipersamakan , SKRDKBT dan SKRDLB yang dilakukan oleh

wajib retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Izin usaha jasa konstruksi dimaksudkan sebagai arahan, pedoman
pembinaan bagi setiap kegiatan perusahaan yang akan bergerak
dibidang usaha jasa konstruksi.
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BAB Il
USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 3

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan
bidang usaha jasa konstruksi

Pasal 4

Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 3,
meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan.

Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi perencanaan
yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,
elektrikal atau tata lingkungan.

Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan
jasa layanan jasa  konstruksi perencanaan yang
melaksanakan pekerjaan yang meliputi bidang pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal atau tata lingkungan.

Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan
layanan jasa konsultasi pengawasan meliputi bidang
pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal atau tata
lingkungan.

Pasal 5

Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi
sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 4, terdiri dari :

a. Survei

b. Perencanaan umum, studi makro dan mikro;

c. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
d. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;
e. Penelitian;

Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan secara terintegrasi terdiri dari jasa:

a. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi

b. Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam
proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan secara terintegrasi terdiri dari

a. Rancang bangun;
b. Perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
c. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi;

Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau
pengawasan lainnya mencakup antara lain jasa :

a. Manajemen proyek;
b. Manajemen konstruksi;

c. Penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan;
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